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ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of local rev-
enue and equalization fund on the economic growth 
with capital expenditures as an intervening variable in 
the Pesisir  Selatan Regency. The type of data in this 
study is secondary data sourced from reports on the 
realization of the APBD and economic growth data 
in Pesisir Selatan Regency from 2014 to 2018. This 
study used the partial least square method. The data 
analysis technique using is quantitative data analysis. 
The results of this study indicate that local revenue had 
a negative and insignificant effect on capital expendi-
ture, equalizaton fund had a positive and insignificant 
effect on capital expenditure and capital expenditure 
cannot be an intervening variable in the relationship 
between original regional income and balance funds 
on economic growth.

Keywords: local revenue, equalization fund, capital 
expenditures, economic growth
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PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan kebijakan terkait otonomi 

daerah yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015. 
Pembentukan daerah otonom dengan kewenangan 
menetapkan pokok aturan rumah tangga sendiri dimak-
sudkan supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan 
pelayanan masyarakat dan pemerataan wilayah dengan 
pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan 
ekonomi daerah berperan penting dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu bagian 
dari pembangunan daerah adalah pertumbuhan 
ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi salah 
satunya dapat dilakukan dengan pengalokasian dana 
pada belanja modal. Dampak langsung manfaat dari 
belanja modal yang berkaitan dengan masyarakat 
adalah penyediaan infrastruktur yang akan berpengaruh 
terhadap kesejahteraan masyarakat.
 Pendapatan asli daerah memiliki peran pent-
ing dalam menjalankan pemerintahan, karena sangat 
menentukan jumlah, kekuatan, dan kapasitas finansial 
daerah.  Jumlah total pendapatan asli daerah mer-
upakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah 
daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan 
pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada per-
tumbuhan ekonomi daerah. Selain PAD, terdapat dana 
perimbangan yang berperan penting dalam pembiayaan 
pembangunan dan bertujuan dapat mendorong pertum-
buhan ekonomi daerah. Dana perimbangan merupakan 
indikator penting lainnya sebagai sumber pendukung 
pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan 
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yang berkontribusi besar pada struktur APBD.
 Terdapat beberapa penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti pe-
nelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2020)
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten 
dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan 
jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari 
seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian meng-
gunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan 
program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 yang 
menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan asli 
daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. 
Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan & Karmini, 2013) 
memperoleh kesimpulan pendapatan asli daerah dan 
dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, 
sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutn-
ya, (Salim, 2019) melakukan penelitian dengan kesi-
mpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
dan belanja modal sedangkan inflasi berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja 
modal. Kemudian, (Ernita et al., 2020) juga melaku-
kan penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah 
dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. 
Belanja modal juga memiliki hubungan bepengaruh 
tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Pene-
litian tersebut  juga memperoleh kesimpulan belanja 
modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada 
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbu-
han ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi 
variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian 
ini dilakukan untuk mengalisis pengaruh pendapatan 
asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbu-
han ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel 
intervening. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah
PAD adalah hasil pemungutan yang berupa pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah, yang dirancang sebagai perwujudan 
desentralisasi fiskal untuk membebaskan daerah dalam 
mengeksplorasi pendanaan pada penyelenggaraan oto-
nomi (Badrudin, 2017). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 
2004 sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekataan 
daerah yang dipisahkan dan lain0lain PAD yang sah. 
Pajak daerah sebagai elemen pendapatan asli daerah 
memiliki potensi lebih besar untuk memaksimalkan 
mobilisasi dibandingkan dengan komponen pendapa-
tan asli daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor terutama karena kapasitas pemungutan 
pajak daerah mempunyai karakterisktik yang jelas baik 
secara teoritis, politik dan implementasinya (Pajak 
Daerah, 2018). 

Dana Perimbangan 
Menurut (Badrudin, 2017) dana Perimbangan pada 
kelompok pendapatan daerah merupakan penga-
lokasian pendapatan APBN kepada daerah untuk 
pendanaan kepentingan daerah pada penerapan desen-
tralisasi. Pengalokasian dana perimbangan setiap tahun 
ditetapkan melalui APBN yang terdiri dari DBH, DAU 
dan DAK. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang 
pengalokasian kepada daerah yang berlandaskan pada 
persentase tertentu yang berasal dari APBN untuk 
pendanaan keperluan daerah pada  penyelenggaraan 
desentralisasi (Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prin-
sip, Dan Jenis, 2017). Sedangkan, Dana Alokasi Umum 
merupakan transfer pendapatan APBN oleh pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk pemerata-
an kapasitas finansial antar daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan desentralisasi yang pengalokasiannya 
berlandaskan celah fiskal dan alokasi dasar. Komponen 
dana perimbangan yang terakhir yaitu Dana Alokasi 
Khusus yang merupakan dana dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional. 

Belanja Modal
Belanja Modal menurut Halim (2008) dalam Badru-
din (2017) yakni anggaran yang dikeluarkan untuk 
memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki 
umur ekonomis lebih dari satu tahun akuntansi. Be-
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lanja modal dalam pelaksanaannya digunakan untuk 
pembangunan yang bersinggungan dengan pelayan 
publik tidak ditujukan kepada masyarakat perorangan 
Hoesada (2016) dalam (Moha et al., 2015).

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan 
pendapatan masyarakat pada suatu daerah, yaitu pen-
ingkatan semua nilai tambah yang berlangsung pada 
daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan perekono-
mian salah satunya dindikasikan dengan pertumbuhan 
ekonomi. Komponen utama pertumbuhan ekonomi 
terdiri dari akumulasi modal, peningkatan populasi dan 
angkatan kerja, dan pertekembangan teknologi (Todaro 
& Smith, 2015) dalam (Albari, 2021). 
 Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan 
PDB atau PDRB pada wilayah tertentu. Keadaan per-
ekonomian daerah dapat digambarkan dengan PDRB 
pada periode tertentu, baik menggunakan ADHB 
maupun ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dari 
tahun ke tahun merefleksikan perkembangan yang 
disebabkan perubahan volume produksi barang dan 
jasa serta perubahan tingkat harga barang dan jasa. 
Oleh karena itu, PDRB ADHK digunakan untuk 
mengukur perkembangan produktivitas secara nyata 
dengan menghilangkan faktor pengaruh harga dalam 
perhitungannya. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB 
ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struk-
tur ekonomi sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk 
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 
2014 – 2018 
 Sebagai salah satu sumber belanja modal maka 
PAD memiliki peran penting untuk pembangunan 
sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil 
penelitian (Fatimah et al., 2020)Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupat-
en dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. 
Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara 
acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat 
diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten 
dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipote-
sis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi 
Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat 
signifikansi 5% (0,05 menunjukkan besar kecilnya 
pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap 
belanja modal. Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan 

& Karmini, 2013) memperoleh hasil pendapatan asli 
daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 
modal. (Salim, 2019) juga melakukan penelitian dan 
mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh 
terhadap belanja modal. Berdasar uraian tersebut, maka 
disusun hipotesis sebagai berikut:
H1:  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif ter-

hadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan 
pada tahun 2014 – 2018

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal 
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018 
Dana perimbangan yang merupakan pengalokasian 
dana dari APBN untuk daerah bertujuan untuk pen-
danaan kebutuhan daerah salah satu pemanfaatannya 
digunakan untuk pembiayaan belanja modal. Penelitian 
Irvan & Karmini (2013) mendapatkan kesimpulan dana 
perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap belanja modal. Menurut penelitian yang 
juga dilakukan oleh (Salim, 2019) dana perimbangan 
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasar 
uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:
H2:  Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada 
tahun 2014 – 2018

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 
– 2018 
Belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, namun belanja modal di-
gunakan untuk pelayanan publik. Penelitian Irvan & 
Karmini (2013) berkesimpulan belanja modal memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertum-
buhan ekonomi yang berarti belanja modal tidak dapat 
menjadi variabel intervening. Pada penelitian Ernita et 
al. (2020) menyimpulkan belanja modal tidak dapat 
menjadi variabel interving pada pengaruh pendapatan 
asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan 
belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada 
pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Berdasar uraian di atas, maka disusun hi-
potesis sebagai berikut:
H3:  Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Per-

tumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 
pada tahun 2014 – 2018

 Penelitian ini menggunakan data populasi dari 
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018. 
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Data tersebut terdiri dari (1) realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 – 2018 
(2) realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir 
Selatan tahun 2014 – 2018 (3) Laju Pertumbuhan 
Ekonomi atas dasar harga konstan berdasarkan lapan-
gan usaha Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018 
(4) realisasi Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan 
tahun 2014 – 2018. Data diunduh dari situs Badan Pu-
sat Statistika (bps.go.id) dan Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu.go.id). Seluruh data diolah menggunakan 
perangkat lunak SmartPLS 3.0 dan menggunakan 
teknik analisis jalur (Path Analysis).
 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari vaibael eksogen, variabel endogen dan 
variabel intervening. Pendapatan asli daerah dan dana 
perimbangan digunakan sebagai variabel eksogen. 
Variabel endogen pada penelitian ini adalah pertumbu-
han ekonomi dan menggunakan belanja modal sebagai 
variabel intervening. Belanja Modal digunakan sebagai 
variabel intervening dalam penelitian ini karena salah 
satu komponen utama pertumbuhan ekonomi menurut 
(Todaro & Smith, 2006) adalah akumulasi modal. Aku-
mulasi modal digunakan untuk investasi yang bertujuan 
untuk meningkatkan output. Peningkatan output tidak 
akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi jika 
tidak didukung investasi lainnya. Investasi lainnya 
yang dimaksud adalah infrastruktur ekonomi dan so-
sial seperti fasilitas transportasi. Anggaran pendanaan 
yang digunakan untuk investasi yang bersinggungan 
dengan peningkatan infrastruktur adalah belanja modal, 
maka dengan alasan tersebut belanja modal ditetapkan 
sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Data yang digunakan terdiri dari data pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertum-
buhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selaran dengan 

tahun periode 2014 – 2018. Total terdapat 5 butir 
data yang diteliti pada setiap variabel. Tabel 1 yang 
disajikan berisi informasi analisis statistika deskriptif 
dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini.  
 Berdasar Tabel 1, nilai minimum PAD adalah 
Rp86.699.821.743 yang terjadi pada tahun 2014. Hal 
ini bisa dikarenakan belum optimalnya peningka-
tan pada sektor pariwisata yang telah direncanakan 
oleh pemerintah daerah, meskipun jika dikomparasi 
dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan 
signifikan. Sedangkan, nilai maksimum PAD adalah 
Rp176.902.866.674 yang terjadi pada tahun 2017. Pada 
tahun 2017 kenaikan PAD disebabkan oleh meningkat-
nya lain-lain pendapatan yang sah secara signifikan. 
Nilai rata-rata PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 
tahun adalah Rp120.883.305.597. Standar deviasi PAD 
Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rp34.004.632.633.
Berdasar Tabel 1, nilai minimum Dana Perimbangan 
adalah Rp885.519.612.210 yang terjadi pada tahun 
2014. Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebenarnya 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun 
terdapat komponen yang jumlahnya menurun yaitu 
Dana Bagi Hasil. Hal ini dikarenakan karena pajak 
penghasilan/komponen bukan pajak yang masuk ke 
dalam alokasi DBH menurun. Sedangkan, nilai maksi-
mum Dana Perimbangan adalah Rp1.138.072.698.530 
yang terjadi pada tahun 2016. Nilai rata-rata Dana 
Perimbangan adalah Rp1.036.858.881.025 dan 
nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah 
Rp118.911.675.095.
 Berdasar Tabel 1, nilai minimum Belanja 
Modal adalah Rp213.290.586.988 yang terjadi pada 
tahun 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 alo-
kasi PAD dana Dana Perimbangan  terhadap Belanja 
Modal relatif kecil karena PAD dan Dana Perimbangan 
minimum juga terjadi pada tahun ini. Nilai maksimum 
Belanja Modal adalah Rp283.996.000.000 yang terjadi 
pada tahun 2016. Hal ini disebabkan alokasi terhadap 

Tabel 1
Analisis Statistika Deskriptif

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi
PAD (Rp) 5 86.699.821.743 176.902.866.674 120.883.305.597 34.004.632.633
DP (Rp) 5 885.519.612.210 1.138.072.698.530 1.036.858.881.025 118.911.675.095
BM (Rp) 5 213.290.5886.988 283.996.000.000 257.721.192.466 27.575.039.563
PE (%) 5 5,33% 5,80% 5,53% 0,22%
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peningkatan infrastruktur pada sektor pariwisata  yang 
bertujuan untuk dapat meningkatan Pendapatan Asli 
Daerah pada sektor pariwisata. Nilai rata-rata Belanja 
Modal adalah Rp257.721.192.466 dan nilai standar 
deviasi Dana Perimbangan adalah Rp27.575.039.563.
 Berdasar Tabel 1, nilai minimum Pertumbuhan 
Ekonomi adalah 5,33% yang terjadi pada tahun 2016. 
Hal ini dikarenakan melambatnya sektor primer yaitu 
sektor pertanian dan perkebunan, selain itu sektor 
industry pertumbuhannya negatif. Nilai maksimum 
Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,80% yang terjadi pada 
tahun 2014. Hal ini dikarenakan indikator makro pem-
bangunan yang memiliki tren peningkatan berkesinam-
bungan salah satunya adalah Indeks Pembangunan 
Kemanusiaan yang berakibat menurunnya tingkat 
kemiskinan. Nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 
adalah 5,53% dan nilai standar deviasi Pertumbuhan 

Ekonomi adalah 0,22%. 

Tabel 2
Nilai R-square

R-Square
Belanja Modal 0,337
Pertumbuhan Ekonomi 0,199

 Nilai R-square digunakan untuk pengevaluasian 
model struktural. Berdasar Tabel 2 tersebut, variabel 
belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapa-
tan asli daerah dan dana perimbanagan sebesar 33,7%, 
sedangkan 62,3% dijelaskan oleh faktor lain. Variabel 
pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel 
belanja modal sebesar 19,9% sedangkan 80,1% dijelas-
kan oleh faktor lain.

Tabel 3
Path Coefcient

Original 
Sample

Sample Mean Standard 
Deviation

T-Statistic P Values

BM → PE -0,446 -0,514 0,406 1,097 0,299
DP → BM 0,603 -0,704 3,675 0,164 0,873

PAD → BM -0,033 1,322 3,643 0,009 0,993

Tabel 4
Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pengaruh Original
Sample T-Statistic P Values Simpulan

H1
Pendapatan Asli Daerah berpen-
garuh positif terhadap Belanja 
Modal

-0,446 1,097 0,299 Ditolak*)

H2 Dana Perimbangan berpengaruh 
positif Belanja Modal 0,603 0,164 0,873 Ditolak*)

H3 Belanja Modal berpengaruh negatif 
Pertumbuhan Ekonomi -0,033 0,009 0,993 Ditolak*)

*) Catatan: > 0,05

 Berdasar Tabel 3, hasil pengolahan data dapat 
digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Uji 
hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat 
original sample, T-Statistic dan P Values. Signifikansi 

dalam penelitian ini dapat diterima apabila P Values < 
0,05. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh 
dalam penelitian ini:
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 Berdasar Tabel 4, dapat diketahui bahwa dari 
tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 
semuanya ditolak karena masing-masing pengaruh 
yang ditujunjukkan memiliki nilai P Values > 0,05. 
Sehingga dapat dinyatakan hubungan setiap variabel 
independen ke variabel dependen memiliki hubungan 
yang tidak signifikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Be-
lanja Modal
Berdasar hasil yang peneliti peroleh melalui hasil uji 
pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis perta-
ma ditolak. Simpulan tersebut memiliki arti bahwa 
pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak sig-
nifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir 
Selatan tahun 2014 – 2018. Dapat dikatakan bahwa 
pendapatan asli daerah tidak dapat menjadi penentu 
besarnya belanja modal karena pendapatan asli daer-
ah yang diterima rendah. Hal ini dapat terjadi karena 
belum tercapainya tujuan pembangunan daerah yang 
terlihat dari penerimaan komponen PAD  Kabupaten 
Pesisir Selatan bahwa pendapatan retribusi mengalami 
penurunan dan pajak belum mencapai target.
 Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan ha-
sil penelitian (Ernita et al., 2020) yang berkesimpulan 
pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan 
terhadap belanja modal.  Penelitian ini juga mem-
bantah penelitian yang dilakukan (Irvan & Karmini, 
2013) yang berkesimpulan pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal 
dan penelitian   (Wati & Fajar, 2017) yang memiliki 
kesimpulan  pendapatan asli daerah berpengaruh sig-
nifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja 
Modal
Berdasar hasil pengujian yang peneliti peroleh pada 
Tabel 4 memiliki kesimpulan hipotesis kedua ditolak. 
Simpulan tersebut menunjukkan bahwa dana perim-
bangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 
2014 – 2018. Hasil tersebut diperoleh karena tidak 
semua dari komponen dana perimbangan digunakan 
untuk pendanaan belanja modal. Hal tersebut juga 
dapat disebabkan oleh pengalokasian dari komponen 
dana perimbangan yang digunakan untuk pendanaan 
belanja modal belum dikelola secara maksimal untuk 

peningkatan infrastruktur.  
 Simpulan ini tidak satu pendapat dengan 
penelitian Wati & Fajar (2017) yang memperoleh 
kesimpulan dana perimbangan berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini satu 
pendapat dengan penelitian Ernita et al. (2020) yang 
menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh 
tidak signifikan terhadap belanja modal dan penelitian 
ini juga satu pendapat dengan hasil penelitian Irvan & 
Karmini (2013) yang menyebutkan bahwa dana perim-
bangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.  

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi
Berdasar hasil yang diperoleh peneliti ditunjukkan pada 
Tabel 4 maka hipotesis ketiga ditolak. Simpulan terse-
but menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif  
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Ka-
bupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Pengaruh 
negatif ini berkaitan dengan belanja modal sebagai 
variabel intervening terhadap pertumbuhan ekonomi 
dalam hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena 
hubungan tidak langsung antara dana perimbangan 
melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi 
bersifat negatif. Dana perimbangan berpengaruh 
negatif terhadap belanja modal karena tidak semua 
komponen penyusunnya digunakan untuk belanja 
modal. Komponen DAK saja yang pengalokasiannya 
digunakan untuk perbaikan infrastruktur agar per-
ekonomian dapat berjalan lebih lancar. Sedangkan, 
hubungan tidak langsung antara PAD melalui belanja 
modal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif karena pendanaan utama belanja modal berasal 
dari pendapatan daerah.   
 Hasil penelitian satu pendapat dengan penelitian 
Irvan & Karmini (2013) yang menyimpulkan belanja 
modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada 
hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimban-
gan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian 
ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ernita et al. (2020) yang menyimpulkan belanja 
modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada 
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertum-
buhan ekonomi namun belanja modal dapat menjadi 
variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut i) 
Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak sig-
nifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir 
Selatan tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian 
ini tidak terbukti. Kesimpulan yang diperoleh pada 
penelitian ini PAD sebagai sumber pendanaan utama 
tidak dapat menjadi penentu besarnya belanja modal. 
Hal ini dapat disebabkan karena belum optimalnya 
penerimaan PAD dapat dilihat dari data dari kemente-
rian keuangan bahwa terdapat penurunan penerimaan 
retribusi daerah dan tidak tercapainya target pajak; ii) 
Dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan 
tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian ini tidak 
terbukti. Penelitian ini memiliki kesimpulan dana per-
imbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap belanja modal karena tidak semua dari kom-
ponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan 
belanja modal. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh 
pengalokasian dari komponen dana perimbangan yang 
digunakan untuk pendanaan belanja modal belum dike-
lola secara maksimal untuk peningkatan infrastruktur.  
Belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir 
Selatan tahun 2014-2018, Hal tersebut dapat terjadi 
karena jika melihat data realisasi penggunaan belanja 
modal di DJPK Kementerian Keuangan untuk Kabu-
paten Pesisir Selatan pada setiap tahunnya lebih rendah 
dari anggaran yang ditetapkan, jadi pemanfaatan dana 
untuk pembangunan infrastruktur belum optimal 
sehingga dampak positif yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi belum terjadi. 

Saran 

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang di-
harapkan akan ada penyempurnaan-penyempurnaan 
selanjutnya. Berikut keterbatasan penelitian menurut 
peneliti i) Rentang periode data realisasi anggaran Ka-
bupaten Pesisir Selatan yang belum dapat diakses untuk 
seluruh tahun anggaran; ii) Seiring berjalannya peneli-
tian, peneliti menyadari bahwa tidak semua komponen 
dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja 
modal sehingga dana perimbangan tidak dapat meng-

gambarkan secara eksplisit bagaimana pengaruhnya 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. 
Berdasar simpulan dan keterbatasan tersebut berikut 
saran yang diberikan peneliti; i) Bagi pemerintah Ka-
bupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memperbaiki 
akses masyarakat untuk melihat laporan realisasi an-
ggaran pada setiap tahunnya agar tujuan transparansi 
dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 
diharapkan juga dapat memperbaiki pengelolaan dana 
untuk belanja modal secara optimal agar pembangunan 
dapat terlaksana dengan baik sehingga pertumbuhan 
ekonomi akan meningkat; ii) Bagi penelitian selan-
jutnya dapat menggunakan indikator yang berkaitan 
langsung terhadap belanja modal yaitu Dana Alokasi 
Khusus. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk pen-
danaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur 
dan membantu pencapaian prioritas nasional.  Dari 
tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut 
maka akan dapat melihat bagaimana hubungannya 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. 
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